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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
750);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di

Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan:

a.

sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan arsip
dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan;

menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada
publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
tersedianya informasi Kementerian Ketenagakerjaan yang
dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya

bagi publik;
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d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang
dikecualikan; dan
e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai

Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 2
Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
tercantum dalam Lampiran [ dan daftar arsip berdasarkan
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma baru
terhadap akses informasi arsip dinamis yang semula tertutup untuk
publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan
atau tertutup. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting
terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan
arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata
naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dengan demikian, setiap
pencipta arsip diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut.

Dokumen klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan
sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara
cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin
keamanan dan akuntabilitas informasinya.

Melalui klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di
Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan layanan informasi arsip bagi
publik di Kementerian Ketenagakerjaan dapat terlaksana secara benar
dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.
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